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Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh kinerja pegawai 

terhadap kualitas pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi. Keberadaan MPP yang masih 

baru di Kota Cimahi, masuknya Kota Cimahi dalam zona kuning, serta masih adanya keluhan masyarakat 

terhadap kualitas pelayanan publik di Kota Cimahi. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kuantitatif, dengan Variabel Bebas (Independent Variable) adalah Kinerja Pegawai dengan indikator 

Kualitas, Kuantitas, Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab. Sedangkan Variabel Terikatnya 

(Dependent Variable) adalah Kualitas Pelayanan, dengan indikator Tangible, Reliability, Responsiviness, 

Assurance, Empathy. Teknik pengumpulan data dengan cara survey, observasi dan dokumentasi. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh kinerja pegawai terhadap kualitas 

pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi yaitu memiliki pengaruh. Kinerja Pegawai dapat 

menjelaskan variabel dependen yaitu Kualitas Pelayanan sebesar 72%, sedangkan sisanya sebesar 28% 

dijelaskan oleh faktor atau variabel lain. Dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima.  

Kata Kunci: Kinerja; Pegawai; Pelayanan Publik  

 

Abstract 
This research aims to find out and analyze how much influence employee performance has on the quality of 

public services at the Cimahi City Public Service Mall. The existence of the new MPP in Cimahi City, the 

inclusion of Cimahi City in the yellow zone, and the public's continued complaints about the quality of public 

services in Cimahi City. The research method in this research is descriptive quantitative, with the Free 

Variable (Independent Variable) being Employee Performance with indicators of Quality, Quantity, 

Implementation of Duties and Responsibilities. Meanwhile, the Dependent Variable is Service Quality, with 

indicators of Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy. Data collection techniques using 

surveys, observation and documentation. Based on the results of research and discussion regarding the 

influence of employee performance on the quality of public services at the Cimahi City Public Service Mall, 

it has an influence. Employee performance can explain the dependent variable, namely Service Quality, by 

72%, while the remaining 28% is explained by other factors or variables. Thus H0 is rejected and H1 is 

accepted. 
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Pendahuluan  
Kinerja organisasi tidak bisa lepas dari performa sumber daya manusia yang dimiliki oleh 

organisasi tersebut. Jika sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi mampu 

menunjukan kinerja baik, maka harapannya akan berpengaruh kepada kinerja organisasi secara 

keseluruhan (Darumurti et al., 2021). Menurut Agung Setiawan (Setiawan, 2013) sumber daya 

manusia dalam hal ini pegawai yang bekinerja tinggi, berperan dominan dalam menjalankan 

operasional organisasi dan pencapain tujuan yang ditetapkan. Kinerja pada sektor publik, pada 

dasarnya adalah hasil kerja yang dicapai oleh aparatur pemerintah, baik secara individu, 

kelompok, maupun institusi sesuai dengan visi misi dan tujuan yang telah dijalankan (Islamiyah 

et al., 2021).  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

menyatakan bahwa pegawai Aparatur Sipil Negara memiliki fungsi salah satunya adalah 

pelayan publik dan bertugas memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas. 

Kinerja (ASN) dalam pelayanan publik menjadi salah satu hal yang penting (Mahendra et al., 

2021). Kepuasaan masyarakat terhadap kinerja yang diberikan oleh pegawai ASN sebagai tanda 

baik buruknya kinerja. Menurut Haeruman (Haeruman, 2021), kinerja pegawai mempengaruhi 

seberapa banyak mereka memberikan kontribusi kepada organisasi (Musriani et al., 2022; 

Sanaba et al., 2022). 

Kinerja pegawai ASN dapat dilihat dari kualitas pelayanan publik yang mereka berikan. 

Menurut Islamiyah, Alyas and Parawu (Islamiyah, Alyas and Parawu, 2021), kualitas pelayanan 

menjadi hal yang penting untuk organisasi publik, oleh sebab itu organisasi harus meningkatkan 

kinerja terhadap pegawainya agar kualitas pelayanannya meningkat. Kualitas pelayanan publik 

yang baik, dilihat dari terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Namun, masih banyak pelayanan 

publik di Indonesia yang kualitasnya masih rendah, bahkan tidak sesuai dengan amanat dari 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, salah satunya adalah Kota 

Cimahi. Hal ini dilihat dari kepatuhan terhadap standar pelayanan publik Kota Cimahi masih 

pada zona kuning masuk taraf sedang (Ombudsman RI, 2020). 

Grafik 1.1 Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan di Kota Cimahi 

  

Sumber: Ombudsman RI, 2018-2023 

 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2018, Kota Cimahi mendapatkan poin 

53,73, 2019 mendapatkan poin 69,07, 2020 Ombudsman tidak mempublikasi tingkat kepatuhan 

standa pelayanan, 2021 mendapatkan point 69,04 dan 2022 mendapatkan point 75,1. Data di atas 

menujukkan ada peningkatan kepatuhan standar pelayanan di Kota Cimahi, namun tetap masih 

berada di zona kuning. Adapun kategori penilaian dari Ombudsman RI, sebagai berikut: 
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Gambar 1.1 Kategori Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan 

 

Sumber: Ombudsman RI, 2022 

 

 

Ombudsman RI melakukan penilaian kepatuhan pelayanan publik untuk entitas Pemda, 

tingkat kepatuhan rendah/zona merah dengan nilai 0-50, tingkat kepatuhan sedang/zona kuning 

dengan nilai 51-80 dan tingkat kepatuhan tinggi/zona hijau dengan nilai 81-100. Tahun 2018 

dilakukan penilaian terhadap 10 (sepuluh) Pemda yang terdiri atas 1 (satu) Pemda Kota dan 9 

(sembilan) Pemda Kabupaten (Ombudsman RI, 2019). 
Untuk meningkat kualitas pelayanan publik dan kinerja ASN dalam memberikan pelayanan 

publik yang professional agar mencapai kategori kualitas tinggi, maka pada 29 November 2022, 

Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Cimahi diresmikan oleh Menpan RB Abdullah Azwar 

Anas bersama Wali Kota Cimahi Dikdik S Nugrahawan. Hadirnya mal tersebut menjadi bukti 

nyata dari komitmen Pemkot Cimahi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara 

berkelanjutan. PJ. Walikota Cimahi Dikdik S. Nugrahawan mengatakan, jajaran ASN Pemkot 

Cimahi diharapkan dapat terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Rahadhyan, 

2023). Keberadaan MPP yang masih baru di Kota Cimahi, masuknya Kota Cimahi dalam zona 

kuning, serta masih adanya keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di Kota 

Cimahi, menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kinerja 
terhadap Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi.” 
 

LITERATURE REVIEW 

Kinerja Pegawai 
Secara etimologis, kinerja berasal dari kata prestasi kerja (performance). Sebagaimana 

dikemukakan oleh Mangkunegara, bahwa istilah kinerja dari kata job performance atau actual 

performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang) yaitu hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawabyang diberikan padanya (Prabu Mangkunegara, 2014). 
Kinerja adalah hasil pelaksanaan suatu pekerjaan, baik bersifat fisik/ material maupunnon fisik/ 

non material (Nawawi, 2015).  

Sementara itu menurut Simanjuntak dalam (Eko Widodo, 2018), kinerja adalah tingkatan 

pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Simanjuntak juga mengartikan kinerja 

individu sebagai tingkat pencapaian atau hasil kerja sesorang dari sasaran yang harus dicapai 

atau tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (Irham et al., 2023; Supardi et 

al., 2023). 

Menurut Prabu Mangkunegara (Prabu Mangkunegara, 2014), indikator kinerja dapat dilihat 

dari: 

a) Kualitas, kualitas kerja adalah seberapa baik seorang pegawai mengerjakan apa yang 

seharusnya dikerjakan 

b) Kuantitas, seberapa lama seorang pegawai bekerja dalam satu harinya. Kuantitas kerja ini 

dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap pegawai masing-masing. 

c) Pelaksanaan Tugas, seberapa jauh pegawai mampu melaksanakan pekerjaannya dengan 

akurat atau tidak ada kesalahan 
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d) Tanggung Jawab, Tanggung jawab terhadap pekerjaan adalah kesadaran akan kewajiban 

untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan kepadanya.  

 

2. Kualitas Pelayanan Publik 

Menurut Sinambela (Lijan Poltak Sinambela, 2014) kualitas pelayanan berhubungan 

erat dengan pelayanan sistematis dan komprehensif yang dikenal dengan konsep pelayanan 

prima. Kualitas pelayanan publik merupakan mutu atau kualitas pelayanan birokrat terhadap 

masyarakat yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan ataau masyarakat 

(meeting the needs of customers). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, 

jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Menurut Kurniawan (Kurniawan, 2013) mengatakan bahwa pelayanan publik adalah 

pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai 

kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan 

(Andriyan, 2021; Andriyan et al., 2022).  

Menurut Zeithmal, dkk (Rohayatin, 2022) kualitas pelayanan dapat diukur dari lima 

dimensi, yaitu: 

 

1. Tangible (berwujud), dengan indikator: 

a. Penampilan petugas/ aparatur dalam melayani pelanggan 

b. Kenyamanan tempat melakukan pelayanan 

c. Kemudahan dalam proses pelayanan  

d. Kedisiplinan petugas/ aparatur dalam melakukan pelayanan 

e. Kemudahan akses pelanggan dalam permohonan pelayanan 

f. Penggunaan alat bantu dalam pelayana 

2. Reliability (kehandalan), dengan indikator: 

a. Kecermatan petugas dalam melayani pelanggan 

b. Memiliki standar pelayanan yang jelas 

c. Kemampuan petugas/ aparatur dalam menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan 

d. Keahlian petugas dalam menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan  

3. Responsiviness (ketanggapan), dengan indikator: 

a. Merespon setiap pelanggan/ pemohon yang mendapatkan pelayanan 

b. Petugas/ aparatur melakukan pelayanan dengan cepat 

c. Petugas/ aparatur melakukan pelayanan dengan tepat  

d. Petugas/ aparatur melakukan pelayanan dengan cermat 

e. Petugas/ aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat, dan semua keluhan 

pelanggan direspon oleh petugas 

4. Assurance (Jaminan), dengan indikator: 

a. Petugas memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan 

b. Petugas memberikan jaminan biaya dalam pelayanan 

c. Petugas memberikan jaminan legalitas dalam pelayanan 

d. Petugas memberikan jaminan kepastian dalam pelayanan  

5. Empathy (Empati) 

a. Mendahulukan kepentingan pemohon/ pelanggan 

b. Petugas melayani dengan sikap ramah 

c. Petugas melayani dengan tidak diskriminatif (membeda-bedakan) 

d. Petugas melayani dan menghargai setiap pelanggan 
 

METODE PENELITIAN 
Metode penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, dengan Variabel 

Bebas (Independent Variable) adalah Kinerja Pegawai dengan indikator Kualitas, Kuantitas, 

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab. Sedangkan Variabel Terikatnya (Dependent 

Variable) adalah Kualitas Pelayanan, dengan indikator Tangible, Reliability, Responsiviness, 

Assurance, Empathy. Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2018) kuantitatif merupakan metode 
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penelitian yang berlandaskan positivistic (data konkrit), data penelitian berupa angka-angka 

yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan 

masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan 

penelitian. Maka data yang diperlukan yang berkaitan Kinerja Pegawai terhadap Kualitas 

Pelayanan Publik di Mall Pelayanan Publik, data diperoleh dari berbagai sumber dengan cara 

sebagai berikut:  

1) Kuesioner. Dalam hal ini peneliti menyebarkan kuesioner kepada objek penelitian. Teknik 

pengambilan data dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Menurut Sugiyono (Sugiyono, 

2018) yaitu teknik penentuan sampel jika semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel.  

2) Dokumentasi. Dokumentasi merupakan data pelengkap atau penunjang dari penelitian ini 

disebut juga sebagai data sekunder. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang berasal dari 

dokumen-dokumen yang telah ada. Baik berupa tulisan, gambar dan sebagainnya. Adapun 

data sekunder dari penelitian ini yaitu: tingkat pendidikan SDM OPD terkait, struktur 

organisasi dan lainnya.  

3) Observasi. Melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.  

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan 

kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sistem 

prosedur pelayanan yang berbelit-belit, profesionalisme SDM yang masih rendah, 

ketidakpastian waktu dan biaya mengakibatkan pelayanan di Indonesia identik dengan high –

cosy economy (ekonomi biaya tinggi). Begitu banyaknya permasalahan dalam pelayanan publik 

yang diselenggarakan pemerintah, maka sangat perlu dilakukan suatu perubaahan atau 

reformasi melalui perbaikan pelayanan publik. Inilah kerangka mendasar yang harus diramu 

dalam tata cara yang berorientasi pada hasil dan menjawab kebutuhan mendasar warga 

masyarakat sehingga lair GENERASI PELAYANAN PUBLIK TERPADU, lalu generasi kedua 

bernama PELAYANAN TERPADUSATU PINTU (PTSP). MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP) 

adalah generasi ketiga yang lebih progresif memadukan pelayanan dari Pemerintah pusat, 

daerah, BUMD maupun swasta.  

Definisi Mal Pelayanan Publik menurut Permen PANRB Nomor 23 Tahun 2017 adalah 

tenpat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, 

jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik 

pusat maupun daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara /Badan usaha Milik Daerah 

dan Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan 

nyaman. Tujuan kehadiran Mal Pelayanan Publik adalah memberi kemudahan, kecepatan, 

keterjangkauan kemanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. 

Selain itu untuk meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan beruisaha di 

Indonesia. Prinsip yang dianut dalam Mall Pelayanan Publik yaitu keterpaduan, berdayaguna, 

koordinasi, akuntabilitas, aksebilitas dan Kenyamanan (MPP Kota Cimahi, 2021).  
Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Cimahi diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dan Penjabat Wali 

Kota Cimahi Dikdik S. Nurgahawan, pada Senin 28 November 20222. MPP Kota Cimahi 

menghadirkan 159 layanan dari 39 instansi pemerintah, BUMN, BUMD, swasta, dan asosiasi. 

Adapun rincian instansi yang bergabung yaitu 12 instansi vertical, 16 organisasi perangkat 

daerah (OPD), 7 BUMN/D dan 4 instansi swasta/asosiasi. Masyarakat Kota Cimahi dapat 

berkunjung untuk mengurus layanan perizinan dan non-perizinan setiap hari Senin-Jumat pukul 

08.00-14.00 WIB. Layanan informasi MPP Kota Cimahi juga dapat diakses melalui 

alamat https://mpp.cimahikota.go.id/ (Humas MENPANRB, 2022). Adapun instansi yang 

tergabung dengan Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi sebagai berikut: 

1) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung 

2) Kepolisian Resort Kota Cimahi 

https://mpp.cimahikota.go.id/
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3) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Cimahi 

4) Kejaksaan Negeri Cimahi 

5) Kantor Pertanahan Kota Cimahi 

6) Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat 

7) Badan Narkotika Nasional Kota Cimahi 

8) Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Bandung 

9) Kantor Kementerian Agama Kota Cimahi 

10) Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas IA 

11) Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat 

12) Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi Bappenda Jawa Barat 

13) PT Taspen KCU Bandung 

14) Bank BJB Kota Cimahi 

15) BPJS Kesehatan Kota Cimahi 

16) BPJS Ketenagakerjaan Kota Cimahi 

17) Perumda Air Minum Tirta Raharja 

18) PT PLN UP3 Cimahi 

19) PT Pos Indonesia Kantor Cabang Kota Cimahi 

20) Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Cimahi 

21) Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Cimahi 

22) Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kota Cimahi 

23) Kamar Dagang dan Industri Kota Cimahi 

24) DPMPTSP Kota Cimahi 

25) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi 

26) Bappenda Kota Cimahi 

27) Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi 

28) Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi 

29) Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi 

30) Dinas Sosial Kota Cimahi 

31) Dinas Kesehatan Kota Cimahi 

32) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi 

33) Dinas Pendidikan Kota Cimahi 

34) Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kota Cimahi 

35) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi 

36) Dinas Perhubungan Kota Cimahi 

37) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi 

38) Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi 

39) Kecamatan Kota Cimahi 

 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Dilakukan dengan uji korelasi pearson. Digunakan alpha 5% atau 0,05, dengan jumlah 

observasi atau n sebanyak 100, maka df = n – 2 = 98, sehingga r-tabel = 0,1966. Dikatakan valid 

jika nilai r-hitung > r-tabel dan tidak valid jika r-hitung < r-tabel. 

Variabel Kinerja Pegawai 
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Dari output dapat dilihat bahwa nilai r-hitung tidak ada yang kurang dari r-tabel, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kinerja Pegawai Valid. 

Variabel Kualitas Pelayanan 

Dari output dapat dilihat bahwa nilai r-hitung tidak ada yang kurang dari r-tabel, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kualitas Pelayanan Valid. 

 

b. Uji Reliabilitas 
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Dilakukan dengan uji Cronbach’s Alpha. Digunakan alpha 5% atau 0,05, dengan jumlah 

observasi atau n sebanyak 100, maka df = n – 2 = 98, sehingga r-tabel = 0,1966. Dikatakan 

reliabel jika nilai r-hitung > r-tabel dan tidak reliabel jika r-hitung < r-tabel. 

Variabel Kinerja Pegawai 

 

Dapat dilihat dari output nilai Cronbach’s Alpha = 0,756 > 0,1966 yang menandakan 

bahwa secara keseluruhan, variabel Kinerja Pegawai sudah reliabel. 

 

Dari output di atas juga dapat dilihat bahwa nilai setiap item lebih dari 0,1966 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa semua item pada variabel Kinerja Pegawai sudah reliabel. 

Variabel Kualitas Pelayanan 

 

Dapat dilihat dari output nilai Cronbach’s Alpha = 0,748 > 0,1966 yang menandakan 

bahwa secara keseluruhan, variabel Kualitas Pelayanan sudah reliabel. 
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Dari output di atas juga dapat dilihat bahwa nilai setiap item lebih dari 0,1966 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa semua item dari variabel Kualitas Pelayanan adalah reliabel. 

 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Asumsi Normalitas 

Hipotesis 

H0: Data berdistribusi normal 

H1: Data tidak berdistribusi normal 

Taraf Signifikansi 

Digunakan alpha 5% atau 0,05 

Statistik Uji 

Dengan SPSS, didapat output berikut: 
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Aturan Keputusan dan Kesimpulan 

Tolak H0 jika nilai p-valuenya kurang dari alpha dan tidak tolak H0 jika nilai p-value lebih 

dari sama dengan alpha. Karena nilai p-value = 0,00 < 0,05 = alpha, maka H0 ditolak. Jadi, 

dengan alpha 0,05 dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. 

Catatan 

Meskipun asumsi normalitas tidak terpenuhi, tetapi karena data berukuran cukup besar 

yaitu lebih dari 30, maka asumsi normalitas dapat diabaikan. 

b. Asumsi Multikolinearitas 

Asumsi multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan VIF. Jika nilai Tolerance 

lebih dari 0,001 dan kurang dari 10, maka asumsi ini terpenuhi dan sebaliknya. Dengan SPSS, 

didapat output berikut: 

 

Dari output tersebut, dapat dilihat bahwa nilai Tolerance = 1 > 0,001 dan VIF = 1 < 10, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi multikolinearitas sudah terpenuhi. 

c. Asumsi Hetroskedastisitas 

Hipotesis 

H0: Tidak terjadi heteroskedastisitas pada data 

H1: Terjadi heteroskedastisitas pada data 

Taraf Signifikansi 

Digunakan alpha 5% atau 0,05 

Statistik Uji 

Dengan SPSS didapat output berikut: 

 

Aturan Keputusan dan Kesimpulan 

Tolak H0 jika nilai p-value kurang alpha dan tidak tolak H0 jika nilai p-value lebih dari 

sama dengan alpha. Karena nilai p-value “Constant” dan “Kinerja Pegawai” lebih dari 0,05, 

maka dapat disimpulkan bahwa H0 tidak ditolak sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas pada 

data dan asumsi terpenuhi. Oleh karena asumsi terpenuhi, maka dapat dilakukan analisis 

regresi. 
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3. Analisis Regresi 

Dengan SPSS, didapat beberapa output berikut: 

Model Summary 

 

Dapat dilihat nilai koefisien determinasi sebesar 0,720 atau 72%. Hal tersebut memiliki 

arti bahwa variabel independen yaitu Kinerja Pegawai dapat menjelaskan variabel dependen 

yaitu Kualitas Pelayanan sebesar 72%, sedangkan sisanya sebesar 28% dijelaskan oleh faktor 

atau variabel lain. 

ANOVA 

 

Anova digunakan melihat apakah model yang berhasil dibangun berguna atau tidak 

dengan hipotesis berikut: 

H0: Model regresi tidak berguna dan H1: Model regresi berguna  

Dari output dapat dilihat nilai F-hitung sebesar 251,506 dan p-value sebesar 0,000. Karena p-

value kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa model regresi yang 

dibangun berguna. 

Coefficient 

 

Dari output ini dapat dilihat beberapa hal: 

1. Uji Parsial 

Dengan hipotesis: 

H0: Kinerja Pegawai tidak memberikan pengaruh terhadap kualitas pelayanan 

H1: Kinerja Pegawai memberikan pengaruh terhadap kualitas pelayanan 

Taraf Signifikansi sebesar 0,05 

Didapat p-value sebesar 0,000 

Hal tersebut menunjukkan bahwa H0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa Kinerja Pegawai 

memberikan pengaruh terhadap Kualitas Pelayanan. 

2. Model Regresi 

Model regresi yang didapat adalah sebagai berikut: 

Y = b0 + b1X 

Y = 23,182 + 1,432X 

dimana: Y: Kualitas Pelayanan dan X: Kinerja Pegawai 
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Berdasarkan data di atas bahwa Kinerja Pegawai berpengaruh terhadap kualitas 

pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi. Kinerja pegawai di Mal Pelayanan 

Publik sudah optimal, namun masih perlu ditingkatkan.  

 

KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh kinerja pegawai 

terhadap kualitas pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi yaitu memiliki 

pengaruh. Kinerja Pegawai dapat menjelaskan variabel dependen yaitu Kualitas Pelayanan 

sebesar 72%, sedangkan sisanya sebesar 28% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain. Dengan 

demikian H0 ditolak dan H1 diterima.  
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